
 

 

 

 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 

NOMOR  21  TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta kerja  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi 
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

 

  

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR 

TAHUN 2024. 
 

 

SALINAN 



 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
                               Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Polewali Mandar. 

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. 

 
Pasal 2 

 
(1) RKPD ini merupakan penjabaran visi, misi dan 

program Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam 
RPJMD kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan 
pembangunan tahunan daerah. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menguraikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang 

akan dilaksanakan pada tahun 2024 melalui dana 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, 

serta yang diusulkan melalui dana anggaran 
pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan dana 
anggaran pendapatan dan belanja negara. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 

 

Bab 1 : Pendahuluan 
Bab 2 : Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bab 3 : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 
Bab 4 : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 

Bab 5 : Rencana Kerja Pendanaan Daerah 
Bab 6 :   Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah   
Bab 7 : Penutup. 
 

(4) Uraian rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
 

 
 

 



 

     Pasal 3 

 
RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

menjadi : 
a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan 

Rencana Kerja Tahun 2024;  

b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 
dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD  

(KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024, yang akan 

dituangkan lebih lanjut dalam Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali 
Mandar Tahun Anggaran 2024; dan 

c. sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
RKPD. 

 
BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 
 
 

            Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah 
Kabupaten Polewali Mandar. 

 

Ditetapkan di Polewali 

pada tanggal 12 Juli  2023   
 

    BUPATI POLEWALI MANDAR, 
 

                         ttd 
 

          ANDI IBRAHIM MASDAR 

 
Diundangkan di  Polewali 

pada tanggal 13 Juli  2023 
 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 
 

            ttd 

BEBAS MANGGAZALI 

BERITA DAERAH  KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 NOMOR 21. 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Polewali 13  Juli  2023 
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